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ABSTRAK 

EVALUASI KEPATUHAN PROSEDUR PEMOTONGAN DAN 

PEMUNGUTAN PPH PASAL 23 ATAS IMBALAN JASA DI PT TASPEN 

(PERSERO) KCU BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

EUIS WULANDARI 

 

Penulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan prosedur pemotongan dan 

pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas imbalan jasa pada PT Taspen 

(Persero) KCU Bandar Lampung dengan menggunakan metode deskriptif evaluatif 

melalui data sekunder berupa invoice dan pencatatan transaksi tahun 2025 yang 

didukung wawancara serta studi dokumentasi. Evaluasi dilakukan dengan 

membandingkan praktik perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, 

meliputi aspek identifikasi objek pajak, penentuan dasar pengenaan pajak (DPP), 

penerapan tarif, perhitungan, serta administrasi perpajakan. Hasil penulisan 

menunjukkan bahwa identifikasi objek pajak dan penerapan tarif telah sesuai 

dengan ketentuan, sedangkan pada aspek DPP dan perhitungan masih ditemukan 

ketidaksesuaian dalam jumlah yang tidak material akibat perbedaan metode 

pembulatan, meskipun tidak berdampak material terhadap pajak terutang. Dari sisi 

administrasi, pemotongan telah dilakukan sesuai prosedur, namun evaluasi 

penyetoran, pelaporan, dan penerbitan bukti potong belum dapat dilakukan secara 

penuh karena kewenangan berada pada kantor pusat melalui sistem Coretax. Secara 

keseluruhan, tingkat kepatuhan perusahaan dikategorikan cukup baik, namun masih 

diperlukan peningkatan pada konsistensi perhitungan dan koordinasi administrasi 

agar kepatuhan perpajakan dapat lebih optimal. 

Kata Kunci: PPh Pasal 23, Kepatuhan Pajak, Imbalan Jasa, Evaluasi 

Prosedur. 

  



 
 

ABSTRACT 

EVALUATION OF COMPLIANCE IN THE WITHHOLDING AND 

COLLECTION PROCEDURES OF INCOME TAX ARTICLE 23 ON 

SERVICE FEES AT PT TASPEN (PERSERO) KCU BANDAR LAMPUNG  

By 

EUIS WULANDARI 

 

This study aims to evaluate the compliance of withholding procedures for Income 

Tax Article 23 on service fees at PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung using 

a descriptive-evaluative method based on secondary data in the form of invoices 

and transaction records for the year 2025, supported by interviews and 

documentation studies. The evaluation was conducted by comparing the company’s 

practices with applicable tax regulations, including aspects of tax object 

identification, determination of the tax base (DPP), tariff application, tax 

calculation, and tax administration. The results indicate that the identification of tax 

objects and the application of tax rates are in accordance with the regulations, while 

minor discrepancies were found in the determination of the tax base and tax 

calculation due to differences in rounding methods, although these differences are 

not material and do not significantly affect the tax payable. From an administrative 

perspective, the withholding process has been carried out in accordance with 

procedures; however, the evaluation of tax remittance, reporting, and issuance of 

withholding tax slips could not be fully conducted as these responsibilities are 

centralized at the head office through the Coretax system. Overall, the company’s 

level of compliance is categorized as fairly good; however, improvements are still 

needed in calculation consistency and administrative coordination to achieve 

optimal tax compliance. 

Keywords: Income Tax Article 23, Tax Compliance, Service Fees, Procedural 

Evaluation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan pelayanan 

publik. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak 

menjadi komponen dominan sehingga keberlanjutan pembangunan sangat 

bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak. Selain berfungsi sebagai sumber 

pendanaan (budgetair), pajak juga memiliki fungsi pengatur (regulator) dalam 

mengendalikan aktivitas ekonomi dan menjaga stabilitas fiskal negara. Oleh karena 

itu, keberhasilan sistem perpajakan sangat ditentukan oleh efektivitas pemungutan 

dan tingkat kepatuhan wajib pajak (Hertati, 2021a). 

 

Sistem perpajakan Indonesia, menurut Sinaga (2023), menganut self assessment 

system, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk 

menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. 

Penerapan sistem ini menuntut adanya kesadaran, kejujuran, serta pemahaman yang 

memadai dari wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Namun demikian, sistem 

ini juga memiliki potensi kelemahan berupa risiko ketidakpatuhan apabila tidak 

didukung oleh pengawasan dan sistem administrasi yang kuat. Oleh karena itu, 

pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan, termasuk melalui digitalisasi 

administrasi seperti implementasi Coretax, guna meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas. 

 

Putrifidi (2025) menyatakan bahwa dalam konteks pemungutan pajak, Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 23 memiliki peran penting sebagai instrumen yang 

menggunakan mekanisme withholding tax system. Melalui mekanisme ini, 

pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga pada saat transaksi terjadi, sehingga 

dapat meningkatkan efisiensi dan kepastian penerimaan negara. PPh Pasal 23 
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dikenakan atas berbagai jenis penghasilan, termasuk imbalan jasa, yang dalam 

praktiknya banyak terjadi dalam aktivitas bisnis. Dengan demikian, PPh Pasal 23 

tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai alat kontrol 

fiskal dalam mengawasi transaksi ekonomi antar wajib pajak. 

 

Kepatuhan terhadap prosedur perpajakan merupakan aspek yang sangat krusial 

dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya bagi wajib pajak badan yang 

berperan sebagai pemotong pajak. Kepatuhan tidak hanya terbatas pada 

pembayaran pajak, tetapi juga mencakup ketepatan dalam seluruh tahapan 

administrasi, mulai dari identifikasi objek pajak, penentuan dasar pengenaan pajak, 

perhitungan, hingga penyetoran dan pelaporan. Ketidaksesuaian dalam salah satu 

tahapan tersebut dapat menimbulkan risiko sanksi administrasi serta memengaruhi 

kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem 

pengendalian internal yang memadai untuk memastikan kepatuhan prosedural yang 

optimal (Saputra et al., 2023). 

 

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Bandar Lampung merupakan salah satu 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengelolaan asuransi 

sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam menjalankan aktivitas 

operasionalnya, perusahaan melakukan berbagai transaksi pembayaran imbalan 

jasa kepada pihak ketiga yang dapat menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23. 

Seiring dengan perkembangan reformasi administrasi perpajakan, pelaksanaan 

kewajiban perpajakan kini didukung oleh penerapan Coretax Administration 

System sebagai bagian dari Sistem Inti Administrasi Perpajakan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Dalam praktiknya, 

kondisi tersebut menuntut adanya koordinasi yang efektif antara kantor cabang dan 

kantor pusat agar pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan dapat berjalan 

tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Pemilihan topik penulisan ini didasarkan pada kompleksitas pelaksanaan PPh Pasal 

23 dalam praktik perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan transaksi imbalan 
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jasa. PPh Pasal 23 memiliki karakteristik yang menuntut ketelitian tinggi dalam 

menentukan objek pajak, dasar pengenaan pajak, serta perhitungan pajak yang 

tepat. Selain itu, adanya transformasi sistem administrasi perpajakan melalui 

digitalisasi juga menimbulkan tantangan baru dalam implementasi di lapangan. 

Oleh karena itu, evaluasi terhadap kepatuhan prosedur PPh Pasal 23 menjadi 

penting untuk memastikan kesesuaian antara praktik dan ketentuan perpajakan yang 

berlaku (Putra & Priono, 2025). 

 

Secara konseptual, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan perpajakan yang 

bersifat normatif dengan praktik pelaksanaannya di tingkat perusahaan. Penulisan 

terdahulu yang dilakukan oleh Putra & Priono (2025) menunjukkan bahwa, 

meskipun secara umum perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan, 

masih ditemukan ketidaksesuaian dalam aspek teknis seperti penentuan dasar 

pengenaan pajak, ketepatan perhitungan, serta administrasi. Kesenjangan ini 

menunjukkan bahwa implementasi peraturan perpajakan belum sepenuhnya 

berjalan optimal dan memerlukan evaluasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penulisan 

ini penting dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian prosedur pemotongan PPh 

Pasal 23 atas imbalan jasa di PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung, yang 

ditinjau dari aspek identifikasi objek pajak, penentuan dasar pengenaan pajak, 

penerapan tarif, ketepatan perhitungan, serta administrasi perpajakan. Dengan 

demikian, laporan akhir ini disusun dengan judul “Evaluasi Kepatuhan Prosedur 

Pemotongan PPh Pasal 23 atas Imbalan Jasa pada PT Taspen (Persero) KCU Bandar 

Lampung.”  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesesuaian identifikasi transaksi imbalan jasa sebagai objek PPh 

Pasal 23 pada PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung berdasarkan 

ketentuan perpajakan? 
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2. Bagaimana kesesuaian penentuan dasar pengenaan pajak, tarif dan perhitungan 

PPh Pasal 23 atas imbalan jasa yang dilakukan PT Taspen (Persero) KCU 

Bandar Lampung? 

3. Bagaimana pelaksanaan prosedur pemotongan PPh Pasal 23, yang meliputi 

pencatatan, penerbitan bukti potong, penyetoran, dan pelaporan pajak, dalam 

mekanisme koordinasi antara kantor cabang dan kantor pusat?  

4. Bagaimana tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan prosedur 

pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa di PT Taspen (Persero) KCU 

Bandar Lampung berdasarkan indikator kepatuhan?  

 

1.3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengevaluasi kepatuhan prosedur 

pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa pada PT Taspen (Persero) KCU Bandar 

Lampung. Secara khusus, tujuan penulisan ini adalah: 

1. Untuk menganalisis kesesuaian identifikasi transaksi imbalan jasa sebagai 

objek PPh Pasal 23 pada PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung 

berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

2. Untuk mengevaluasi kesesuaian penentuan dasar pengenaan pajak, tarif, serta 

perhitungan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa yang dilakukan oleh PT Taspen 

(Persero) KCU Bandar Lampung. 

3. Untuk mengkaji pelaksanaan prosedur pemotongan PPh Pasal 23 yang meliputi 

pencatatan, penerbitan bukti potong, penyetoran, dan pelaporan pajak dalam 

mekanisme koordinasi antara kantor cabang dan kantor pusat. 

4. Untuk menilai tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan prosedur 

pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa di PT Taspen (Persero) KCU 

Bandar Lampung berdasarkan indikator kepatuhan perpajakan. 

 

1.4. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung, hasil penulisan ini 

diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur 
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pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa, khususnya pada aspek 

identifikasi objek pajak, ketepatan perhitungan, dan administrasi perpajakan 

antara kantor cabang dan kantor pusat. 

b. Bagi penulis, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan 

keterampilan praktis penulis dalam mengevaluasi pelaksanaan kewajiban 

perpajakan badan, khususnya yang berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 

23 di lingkungan kerja nyata. 

c. Bagi pihak akademik, penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pembelajaran dan referensi dalam pengembangan kajian perpajakan 

terapan, khususnya yang berkaitan dengan evaluasi kepatuhan prosedur 

perpajakan pada perusahaan. 

 

2. Manfaat Teoritis 

Secara teoretis, penulisan ini diharapkan dapat menambah kajian mengenai 

penerapan ketentuan PPh Pasal 23 dalam praktik perusahaan, serta memperkaya 

referensi mengenai evaluasi kepatuhan perpajakan yang berorientasi pada 

hubungan antara aspek normatif dan pelaksanaan teknis di lapangan. 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Dasar Pajak 

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN), pajak memberikan kontribusi terbesar dibandingkan 

penerimaan negara bukan pajak. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak 

sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Hertati, 2021). 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada Negara 

yang dibayarkan oleh individu atau organisasi, yang bersifat memaksa, tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung, digunakan untuk keperluan Negara dan 

semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Pajak adalah sumber pembiayaan terbesar 

negara dalam membiayai anggaran belanja pemerintah. Pajak sangat penting karena 

tanpa pajak, pemerintah tidak akan dapat menjalankan pemerintahan dan 

menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan rakyat. 

 

2.1.1 Fungsi Pajak 

1. Fungsi Penerimaan (budgetair), fungsi ini merupakan fungsi sebagai sumber 

dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.  

2. Fungsi Mengatur (regulator), fungsi ini merupakan fungsi untuk mengatur atau 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah dari sudut sosial dan ekonomi. 

Berdasarkan kewenangan dalam pemungutannya, pajak dapat digolongkan 

menjadi pajak pusat dan pajak daerah (Aqmarina & Furqon, 2020). 

3. Fungsi Stabilitas  

Pajak berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan 

inflasi dan deflasi melalui pengaturan peredaran uang dan kebijakan fiskal. 



7 
 

 

Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak untuk mengatur daya beli 

masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi 

4. Fungsi Redistribusi  

Pendapatan Pajak digunakan untuk mendanai program-program sosial yang 

bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, seperti bantuan sosial dan subsidi pendidikan (Nessa Maulidhyna, 

2025). 

 

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak 

1. Self-Assessment System 

Sistem pemungutan pajak pada Self-Assessment System lebih menitikberatkan 

pada kemandirian wajib pajak. Artinya, penentuan besar kecilnya pajak terutang 

yang harus dibayarkan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. 

Menurut Sinaga (2023), secara detail kegiatan seperti menghitung, 

memperhitungkan, membayar, hingga melaporkan pembayaran tersebut 

dilakukan secara aktif oleh wajib pajak. Wajib pajak tersebut akan datang ke 

kantor pelayanan pajak (KPP) dan secara bertanggung jawab menginputnya 

melalui sistem pembayaran daring yang sudah tersedia saat ini. 

 

2. Official Assessment System 

Berbeda dengan Self-Assessment System, Official Assessment System lebih 

menitikberatkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar 

kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak. 

Tentunya pada sistem ini, nominal pajak terutang akan lebih akurat besarannya 

tanpa ada tujuan untuk memperkecil atau memperbesar pajak terutang. Official 

assessment system diterapkan pada pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan 

(PBB) dan jenis pajak daerah lainnya (Sinaga, 2023). 

 

3. Withholding Assessment System 

Sistem terakhir dari sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Withholding 

Assessment System. Pada sistem Self-Assessment System dan Official 
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Assessment System, telah kita ketahui bahwa yang berperan aktif adalah wajib 

pajak dan petugas pajak. Sedangkan pada Withholding Assessment System, 

pihak ketiga adalah pihak yang paling aktif dan memiliki wewenang untuk 

menentukan besar kecilnya penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak. Para 

pihak ketiga ini biasanya adalah para bendahara atau divisi perpajakan 

perusahaan yang memotong penghasilan karyawan untuk pembayaran pajak.  

Untuk jenis pajaknya sendiri adalah PPh Pasal 21, 22, 23, PPh Final Pasal 4 

ayat (2) dan PPN. Dalam pemotongannya akan dibuatkan bukti potong yang 

menjadi lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak 

bersangkutan (OnlinePajak, 2024). 

 

2.2 Pajak Penghasilan 

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan 

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, 

(2008), Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban 

perpajakannya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Artinya, kewajiban 

tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain karena berkaitan langsung dengan 

kondisi dan kemampuan ekonomi wajib pajak. Pajak ini dikenakan atas setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik 

yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Tambahan kemampuan 

ekonomis tersebut dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan 

wajib pajak yang bersangkutan. 

 

Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, (2008) juga 

menjelaskan Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditetapkan sebagai pihak 

yang dikenai kewajiban perpajakan. Subjek pajak dapat berupa orang pribadi, 

warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, maupun bentuk usaha 

tetap. Selain itu objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari 
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Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. 

 

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan 23 

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak dalam negeri seperti orang pribadi, badan, dan BUT yang 

berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang 

telah dipotong PPh Pasal 21. Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah 

Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008. Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 tentang objek dan 

besarnya tarif PPh Pasal 23. 

 

PPh Pasal 23 merupakan salah satu pajak yang menggunakan withholding tax 

system, yaitu pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau bukan wajib pajak 

yang bersangkutan. Prinsipnya proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan 

dilakukan di lokasi di mana pembayaran berlangsung atau di mana pendapatan yang 

menjadi subjek pemotongan PPh Pasal 23 harus dibayarkan (Kholif, 2025). Pihak 

ketiga dapat berupa Badan Pemerintahan, wajib pajak dalam negeri, 

penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri 

lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh 

Direktur Jenderal Pajak (Putrifidi, 2025). 

 

2.3.2 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 menggunakan jumlah bruto atas 

penghasilan yang dibayarkan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). DPP 

juga tidak termasuk: 

1. Jumlah penyerahan barang/material, dibuktikan dengan faktur pembelian. 

2. Jumlah pembayaran gaji/honor oleh penyedia jasa tenaga kerja kepada tenaga 

kerja, dibuktikan dengan kontrak serta daftar pembayaran. 
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3. Jumlah yang dibayarkan kepada pihak ketiga, dibuktikan dengan faktur 

tagihan/bukti pembayaran. 

4. Jumlah yang merupakan reimbursement, dibuktikan dengan faktur 

tagihan/bukti pembayaran (Fitriya, 2026). 

 

2.3.3 Perlakuan PPN dalam Penentuan DPP PPh Pasal 23 

Pada dasarnya, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 menggunakan jumlah 

bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian, apabila 

nilai invoice telah termasuk PPN (PPN include), maka unsur PPN harus dikeluarkan 

terlebih dahulu untuk memperoleh nilai jasa yang sebenarnya. Sebaliknya, apabila 

transaksi menggunakan mekanisme PPN exclude, maka nilai invoice secara 

langsung menjadi dasar pengenaan pajak PPh Pasal 23.  

1. PPN Include: Apabila nilai invoice sudah termasuk PPN, maka DPP dihitung 

dengan mengeluarkan unsur PPN dari nilai tersebut, yaitu: 

𝐷𝑃𝑃 =
100

100 + Tarif PPN
×Nilai Invoice 

 

2. PPN Exclude: Apabila nilai invoice belum termasuk PPN, maka seluruh nilai 

invoice merupakan DPP. 

 

Selain menggunakan tarif umum, terdapat beberapa jenis jasa tertentu yang 

memiliki perlakuan PPN khusus, berdasarkan Pasal 28A ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), jasa 

pengiriman paket termasuk dalam Jasa Kena Pajak Tertentu (JKPT) yang 

dikenakan PPN dengan besaran tertentu. Ketentuan lebih lanjut diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2022 tentang 

Penetapan Besaran Tertentu untuk Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa 

Kena Pajak Tertentu, yang menyatakan bahwa: 

1. Tarif PPN untuk jasa pengiriman paket ditetapkan sebesar 1,1% (satu koma satu 

persen) dari nilai tagihan 
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2. Perhitungan DPP untuk jasa pengiriman paket dengan tarif PPN 1,1% dalam 

kondisi include adalah sebagai berikut: 

𝐷𝑃𝑃 =
100

101,1
×Nilai Invoice 

 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (HPP), tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami perubahan 

secara bertahap, yaitu sebesar 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 

sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Sejalan 

dengan ketentuan tersebut, PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung 

menggunakan tarif PPN 12% untuk transaksi tahun 2025 sesuai dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku. 

 

Namun demikian, pemerintah menerapkan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak 

(DPP) Nilai Lain sebesar 11/12 dari nilai transaksi. Mekanisme ini menyebabkan 

pengenaan PPN secara efektif tetap setara dengan 11% dari harga jual atau 

penggantian meskipun tarif PPN secara nominal telah meningkat menjadi 12%. 

Kebijakan tersebut diterapkan sebagai bentuk penyesuaian administrasi perpajakan 

untuk menjaga stabilitas beban pajak dalam masa transisi kenaikan tarif PPN. 

Dengan demikian, dalam praktik perhitungan perpajakan tahun 2025, nilai transaksi 

terlebih dahulu dikalikan dengan DPP Nilai Lain sebesar 11/12, kemudian 

dikenakan tarif PPN 12%. Mekanisme tersebut menghasilkan besaran PPN efektif 

yang tetap setara dengan 11% dari nilai transaksi. 

 

2.3.4 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23  

Direktorat Jenderal Pajak (n.d.) menjelaskan bahwa subjek pajak dalam ketentuan 

Pajak Penghasilan Pasal 23 pada dasarnya adalah pihak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak tersebut 

meliputi Wajib Pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan yang 

didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Wajib Pajak dalam negeri yang 
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menerima penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, maupun imbalan jasa 

tertentu merupakan pihak yang atas penghasilannya dilakukan pemotongan PPh 

Pasal 23 oleh pihak pemberi penghasilan. 

 

Selain Wajib Pajak dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT) juga termasuk sebagai 

subjek pajak PPh Pasal 23. Walaupun BUT merupakan bentuk usaha dari Wajib 

Pajak luar negeri, dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya dipersamakan 

dengan Wajib Pajak badan dalam negeri. Dengan demikian, apabila BUT menerima 

penghasilan yang termasuk objek PPh Pasal 23, maka atas penghasilan tersebut 

tetap dilakukan pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Secara umum, penentuan subjek pajak PPh Pasal 23 sangat penting karena 

berkaitan dengan mekanisme pemotongan oleh pihak yang wajib memotong pajak 

(withholding agent). Identifikasi yang tepat terhadap status penerima penghasilan 

akan menentukan penerapan tarif, kewajiban administrasi, serta kepatuhan terhadap 

peraturan perpajakan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.). 

 

2.3.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 

khususnya Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemotongan pajak ini berlaku 

atas penghasilan tertentu yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha 

tetap. Ketentuan ini merupakan implementasi dari sistem withholding tax yang 

bertujuan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Objek Pemotongan PPh Pasal 

23 Menurut UU tersebut menjadi objek pemotongan meliputi: 

1. Dividen, bunga, royalti, dan hadiah 

2. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan 

3. Sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta khusus untuk jasa, 

termasuk di dalamnya jasa angkut/transportasi sebagaimana diatur lebih lanjut 

dalam PMK-141/PMK.03/2015. 
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Tidak semua penghasilan dikatakan sebagai objek pajak dan dikenakan Pajak 

Penghasilan Pasal 23. beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari 

pemotongan pajak ini adalah  

1. Pembayaran kepada bank, baik secara langsung maupun berulang. 

2. Sewa dalam sewa guna usaha dengan hak opsi tidak dikenakan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 

3. Dividen atau laba yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, 

BUMN/BUMD, jika berasal dari: 

a. Cadangan laba yang ditahan dan kepemilikan sahamnya minimal 25% 

dari modal yang disetor. 

b. Bagian laba yang diterima anggota dari badan usaha tertentu, seperti 

perseroan komanditer, firma, atau koperasi. 

c. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. 

d. Penghasilan dari jasa keuangan yang berperan sebagai penyalur 

pinjaman atau pembiayaan. 

Dengan pengecualian ini, beberapa transaksi keuangan tidak dikenakan 

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

(Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, 2008). 

 

2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 

Direktorat Jenderal Pajak (2009) menjelaskan bahwa tarif Pajak Penghasilan Pasal 

23 dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari 

penghasilan. Di dalam PPh Pasal 23, terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, 

yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya, yaitu :  

1. Dikenakan 15% dari jumlah bruto atas : dividen, bunga, royalti, hadiah, 

penghargaan, bonus dan sejenisnya selain kepada orang pribadi  

2. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas : sewa dan penghasilan lain sehubungan 

dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan, imbalan 

sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, 

dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. 

https://klikpajak.id/blog/pajak-cv-dan-pph-final-pajak-badan-usaha-cv/
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Selain itu, berdasarkan Pasal 23 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan, wajib pajak yang menerima atau memperoleh 

penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan tidak memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan tarif pemotongan yang lebih 

tinggi. Tarif tersebut dikenakan sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan tarif 

normal yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar 

memiliki NPWP dan meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan.  

 

2.3.7 Ketentuan Pembulatan dalam Perpajakan 

Dalam administrasi perpajakan, hasil perhitungan pajak harus disajikan dalam 

satuan rupiah penuh. Ketentuan mengenai pembulatan ini bertujuan untuk 

menciptakan keseragaman dalam pelaporan perpajakan serta menghindari 

perbedaan nilai akibat penggunaan angka desimal dalam sistem administrasi 

perpajakan.Berdasarkan Pasal 129 PER-11/PJ/2025, pembulatan dilakukan dengan 

ketentuan bahwa nilai kurang dari Rp0,50 dibulatkan ke bawah, sedangkan nilai 

sama dengan atau lebih dari Rp0,50 dibulatkan ke atas. Ketentuan tersebut berlaku 

dalam pengisian dokumen perpajakan, termasuk bukti potong dan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa. 

 

Dalam praktik perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23, pembulatan dapat 

memengaruhi nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maupun jumlah pajak terutang. 

Perbedaan metode pembulatan yang digunakan perusahaan dengan ketentuan 

perpajakan dapat menyebabkan munculnya selisih perhitungan, meskipun dalam 

jumlah yang relatif kecil dan tidak material. Oleh karena itu, penerapan metode 

pembulatan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan sangat penting untuk 

menjaga konsistensi dan ketepatan administrasi perpajakan. 

 

Selain berkaitan dengan aspek administratif, ketentuan pembulatan juga menjadi 

bagian dari kepatuhan formal wajib pajak. Ketidaksesuaian dalam penerapan 

pembulatan dapat menunjukkan bahwa proses perhitungan pajak belum 

sepenuhnya mengikuti standar perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, 
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perusahaan perlu menerapkan metode pembulatan secara konsisten agar hasil 

perhitungan pajak lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. 

 

2.3.8 Batas Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 23 

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong oleh pemotong pajak wajib 

disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Penyetoran PPh Pasal 23 Indonesia dilakukan paling lambat pada tanggal 10 

(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Setelah melakukan 

penyetoran, pemotong pajak juga memiliki kewajiban untuk melaporkan 

pemotongan tersebut melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 

kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 harus 

dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Ketentuan 

mengenai batas waktu penyetoran dan pelaporan ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa kewajiban perpajakan dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu oleh 

pemotong pajak. Apabila pemotong pajak tidak melakukan penyetoran atau 

pelaporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka dapat dikenakan 

sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Direktorat 

Jenderal Pajak, n.d.). 

 

Sebagai contoh, apabila terjadi transaksi yang dipotong PPh Pasal 23 pada tanggal 

15 Maret, maka transaksi tersebut termasuk dalam Masa Pajak Maret. Dengan 

demikian, batas waktu penyetoran pajak adalah paling lambat tanggal 10 April, 

sedangkan batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 adalah paling lambat 

tanggal 20 April. Hal ini menunjukkan bahwa batas waktu penyetoran dan 

pelaporan tidak didasarkan pada tanggal terjadinya transaksi, melainkan 

berdasarkan bulan terjadinya transaksi yang disebut sebagai Masa Pajak. 

 

2.3.9 Prosedur Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Prosedur pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

merupakan bagian dari kewajiban formal yang harus dilaksanakan oleh pihak 

pemotong pajak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
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tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

Pelaksanaan prosedur ini meliputi tahap pemotongan, penyetoran, dan pelaporan 

pajak yang dilakukan secara tertib dan sesuai dengan batas waktu yang telah 

ditentukan. 

 

Pertama, pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada saat pembayaran atau pada saat 

terutangnya penghasilan, mana yang terjadi lebih dahulu. Setelah melakukan 

pemotongan, pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 

kepada pihak yang dipotong, baik orang pribadi maupun badan, sebagai dokumen 

resmi yang dapat digunakan sebagai kredit pajak oleh pihak penerima penghasilan. 

 

Kedua, pajak yang telah dipotong wajib disetorkan ke kas negara paling lambat 

tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Selanjutnya, 

pemotong pajak juga berkewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah 

Masa Pajak berakhir (Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021). 

 

Ketiga, dalam pelaksanaannya, mekanisme pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 

23 pada wajib pajak badan mengalami perubahan seiring dengan diterapkannya 

sistem administrasi perpajakan terintegrasi melalui Coretax. Sebelumnya, 

kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara desentralisasi oleh masing-masing 

kantor cabang, di mana pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan di 

tempat terjadinya transaksi. Namun, sejak diberlakukannya ketentuan pemusatan 

kewajiban perpajakan, seluruh kewajiban perpajakan wajib pajak badan 

dilaksanakan secara terpusat dengan menggunakan NPWP pusat, sementara kantor 

cabang hanya berfungsi sebagai unit operasional (Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan 

Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2024). 

 



17 
 

 

Sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam praktiknya kantor cabang melakukan 

aktivitas administratif berupa identifikasi transaksi, penentuan objek pajak, serta 

perhitungan awal besaran PPh Pasal 23 atas imbalan jasa yang dibayarkan kepada 

vendor. Data transaksi yang telah dicatat, termasuk invoice dan hasil perhitungan 

pajak, kemudian disampaikan kepada kantor pusat untuk diproses lebih lanjut. 

Secara administratif, pemotongan PPh Pasal 23 tetap dilakukan atas nama NPWP 

pusat sebagai subjek pajak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh 

atas pelaksanaan kewajiban perpajakan. 

 

Selanjutnya, kantor pusat melakukan proses verifikasi, penyetoran pajak ke kas 

negara, serta pelaporan melalui sistem Coretax DJP. Penerbitan bukti potong PPh 

Pasal 23 juga dilakukan melalui sistem Coretax oleh unit yang memiliki otorisasi 

atas NPWP pusat, sehingga bukti potong yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum 

sebagai dokumen perpajakan yang sah. Dalam hal ini, meskipun kantor cabang 

terlibat dalam proses operasional transaksi, kewenangan administratif tetap berada 

pada kantor pusat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem Coretax telah 

mengintegrasikan pelaksanaan kewajiban perpajakan secara terpusat, dengan tetap 

memungkinkan pengawasan aktivitas cabang melalui penggunaan Nomor Identitas 

Tempat Kegiatan Usaha atau disingkat NITKU (Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan 

Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2024). 

 

2.4 Kepatuhan Pajak 

Saputra et al. (2023) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai tingkat 

kesesuaian perilaku dan pelaksanaan kewajiban wajib pajak terhadap seluruh 

ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini tidak hanya mencakup 

pemenuhan kewajiban pembayaran pajak tetapi juga mencakup kepatuhan 

substantif dan formal dalam seluruh proses perpajakan. Kepatuhan substantif 

mengacu pada ketepatan penentuan jenis pajak, dasar pengenaan pajak, dan tarif 

yang digunakan sesuai ketentuan. Sementara itu, kepatuhan formal mengacu pada 
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ketaatan terhadap prosedur administrasi pajak, yang mencakup pemotongan atau 

pemungutan, penyetoran, pelaporan, dan penindakan pajak. 

 

Dalam konteks Pajak Penghasilan Pasal 23, kepatuhan pajak sangat penting karena 

badan usaha berfungsi sebagai pemotong atau pemungut pajak atas penghasilan 

yang berupa imbalan jasa yang dibayarkan kepada pihak lain. Kepatuhan ini 

ditunjukkan dengan tepatnya oleh perusahaan dalam mengidentifikasi objek Pajak 

Penghasilan Pasal 23, menerapkan tarif yang tepat, menyetorkan pajak yang telah 

dipotong ke kas negara, dan melaporkan apakah pajak tersebut telah dibayar atau 

tidak. Selain itu, kepatuhan juga ditunjukkan oleh bukti potong yang tersedia, 

dokumen pendukung yang lengkap, dan konsistensi antara pelaporan perpajakan 

dan akuntansi (Wicaksana & Hasymi, 2021). 

 

2.5 Evaluasi Kepatuhan Prosedur Pemotongan Dan Pemungutan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 

Evaluasi kepatuhan dalam perpajakan dilakukan untuk menilai apakah pemotongan 

dan pemungutan pajak telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku. Proses ini, menurut Ma’rifat et al. (2022), dilakukan dengan 

membandingkan praktik di lapangan dengan standar atau ketentuan yang berlaku. 

Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian prosedur, menemukan 

ketidaksesuaian atau kesalahan, menganalisis penyebab ketidaksesuaian dan 

memberikan rekomendasi perbaikan. 

 

Dalam penulisan ini, PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung dievaluasi untuk 

kepatuhannya terhadap kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 atas 

imbalan jasa dengan mempertimbangkan sejumlah indicator sebagai berikut: 

1. kesesuaian objek pajak, 

2. ketepatan identifikasi penerima penghasilan, 

3. ketepatan DPP, 

4. ketepatan tarif, 

5. ketepatan perhitungan, 



19 
 

 

6. ketepatan waktu pemotongan, 

7. penerbitan bukti potong, 

8. ketepatan waktu penyetoran, 

9. ketepatan waktu pelaporan, 

10. kelengkapan dokumen. 

Indikator tersebut digunakan sebagai alat ukur untuk menilai tingkat kepatuhan 

prosedur pemotongan PPh Pasal 23. 



 
 

BAB III 

METODE PENULISAN 

 

3.1 Desain Laporan Akhir 

Penulisan ini bersifat deskriptif evaluatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk 

memetakan dan menggambarkan bagaimana prosedur pemotongan PPh Pasal 23 

dilaksanakan di PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung, mulai dari tahap 

identifikasi transaksi hingga administrasi perpajakan. Selanjutnya, pendekatan 

evaluatif digunakan untuk menilai pelaksanaan tersebut dengan cara 

membandingkan praktik yang terjadi di lapangan dengan ketentuan perpajakan 

yang berlaku. Penulisan evaluatif merupakan jenis penulisan yang bertujuan untuk 

mengukur dan menilai suatu kegiatan atau program berdasarkan standar atau teori 

yang telah ditetapkan (R. D. W. Putra & Indradjati, 2021). 

 

Putra & Priono (2025) menyatakan bahwa tujuan dari teknik deskriptif – evaluatif 

dalam penulisan adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan temuan penulisan 

secara sistematis dan faktual. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan 

gambaran yang realistis mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan di PT Taspen 

(Persero) KCU Bandar Lampung. Secara khusus, teknik deskriptif digunakan untuk 

menguraikan proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, serta 

pencatatan PPh Pasal 23. Dengan demikian, penulisan ini dapat menunjukkan 

bagaimana prosedur tersebut dilaksanakan selama periode Januari hingga 

Desember 2025.  

 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data 

penulisan. Menurut Sugiyono (2017), data sekunder adalah sumber data yang tidak 

secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan melalui 

pihak lain atau dokumen. Data sekunder dalam penulisan ini berupa invoice 

transaksi imbalan jasa dan data pencatatan transaksi dalam sistem SAP pada PT 
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Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung. Selain itu, data sekunder juga diperoleh 

dari sumber eksternal berupa peraturan perpajakan, jurnal ilmiah, buku referensi, 

serta hasil penulisan terdahulu yang relevan dengan topik penulisan. Data yang 

digunakan merupakan data arsip internal perusahaan tahun 2025 yang diperoleh 

penulis selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan izin dan akses yang 

diberikan oleh pihak perusahaan. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan dengan tujuan 

memperoleh informasi yang mendalam dan relevan dengan fokus penulisan 

(Sugiyono, 2017). Dalam penulisan ini, wawancara dilakukan secara tatap 

muka dengan pihak yang berwenang dan terkait langsung dengan proses 

pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT Taspen 

(Persero) KCU Bandar Lampung. Melalui wawancara tersebut, penulis 

memperoleh informasi mengenai prosedur pemotongan, perhitungan, 

penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa, serta kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaannya. 

 

2. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mempelajari berbagai catatan, dokumen resmi, dan arsip yang dapat 

memberikan informasi sesuai dengan tujuan penulisan (Abdussamad, 2021). 

Dalam penulisan ini, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan 

menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemotongan dan 

pemungutan PPh Pasal 23 di PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung. 

Proses ini tidak hanya berupa pengumpulan dokumen, tetapi juga pembacaan 

kritis terhadap isi dokumen, terutama untuk mengidentifikasi jenis jasa, 
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komponen biaya dalam invoice, nilai dasar pengenaan pajak, dan besaran pajak 

yang dipotong. 

 

3.4 Indikator Penilaian Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Dalam penulisan ini, penilaian kepatuhan dilakukan dengan membandingkan 

praktik perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penilaian tidak 

hanya melihat apakah prosedur telah dilakukan, tetapi juga menilai apakah prosedur 

tersebut sudah dilakukan dengan benar. Untuk mempermudah evaluasi, digunakan 

beberapa indikator yang mencerminkan seluruh tahapan pemotongan PPh Pasal 23, 

mulai dari identifikasi transaksi hingga administrasi perpajakan. Berikut disajikan 

tabel indikator penilaian kepatuhan. 

 

Tabel 3.1 Indikator Penilaian Kepatuhan 

No Indikator Kriteria Penilaian Dasar Peraturan 

1 
Kesesuaian objek 

pajak 

Transaksi jasa termasuk 

objek PPh Pasal 23 

Pasal 23 ayat (1) UU No. 36 Tahun 

2008 & PMK No. 141/PMK.03/2015 

2 Penentuan DPP 

Hanya komponen jasa 

(tidak termasuk 

PPN/barang) 

Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 & 

PMK No. 141/PMK.03/2015 

3 
Ketetapan tarif 

pemotongan 
Menggunakan tarif 2% 

Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 36 

Tahun 2008 

4 
Ketepatan 

perhitungan pajak 

Nilai pajak sesuai 

perhitungan 
Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 

5 
Waktu 

pemotongan 

Dilakukan saat 

pembayaran/terutang 

Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 & 

SE-53/PJ/2009 

6 
Penerbitan bukti 

potong 
Bukti potong tersedia PER-04/PJ/2017 

7 
Waktu penyetoran 

pajak 

Disetor ≤ tanggal 10 

bulan berikutnya 
PMK No. 81 Tahun 2024 

8 
Waktu pelaporan 

SPT masa 

Dilaporkan ≤ tanggal 20 

bulan berikutnya 
PMK No. 81 Tahun 2024 

9 
Kelengkapan 

dokumen 

Invoice & dokumen 

lengkap 

Pasal 28 UU KUP (UU No. 6 Tahun 

1983 jo. UU No. 7 Tahun 2021) 

  Sumber: Data diolah penulis berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku 

Tabel 3.1 disusun berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya 

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, PER-04/PJ/2017, PMK Nomor 81 Tahun 
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2024, serta ketentuan dalam Undang-Undang KUP. Indikator yang digunakan 

dalam tabel tersebut dipilih dengan mengacu pada seluruh tahapan prosedur 

pemotongan PPh Pasal 23, mulai dari identifikasi objek pajak, penentuan dasar 

pengenaan pajak, penerapan tarif, perhitungan pajak, hingga aspek administrasi 

perpajakan seperti pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan kelengkapan dokumen. 

Penyusunan indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian kepatuhan 

dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dari aspek substantif tetapi juga aspek 

formal, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat 

kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. 

 

3.5 Metode dan Kriteria Penilaian Kepatuhan 

Penilaian kepatuhan dalam penulisan ini dilakukan dengan membandingkan praktik 

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) 

KCU Bandar Lampung dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penilaian tidak 

hanya berfokus pada pelaksanaan prosedur, tetapi juga pada ketepatan 

pelaksanaannya dalam setiap tahapan. Penilaian dilakukan berdasarkan data 

transaksi berupa invoice jasa dan pencatatan dalam sistem SAP, serta didukung oleh 

hasil wawancara dengan staf bagian keuangan untuk memahami proses administrasi 

perpajakan. Setiap transaksi dianalisis dengan mengacu pada indikator penilaian 

yang telah disusun pada subbab sebelumnya. Apabila ditemukan perbedaan dengan 

ketentuan perpajakan, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai 

ketidaksesuaian dan dianalisis lebih lanjut. 

 

Kategori penilaian kepatuhan disusun menggunakan pendekatan evaluatif kualitatif 

yang mengacu pada tingkat kesesuaian antara praktik dan ketentuan perpajakan. 

Pengelompokan kategori didasarkan pada proporsi kesesuaian transaksi dan 

frekuensi terjadinya ketidaksesuaian, sehingga dapat memberikan gambaran 

kondisi kepatuhan secara lebih sistematis dan kontekstual. Hasil evaluasi kemudian 

diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori tingkat kepatuhan sebagaimana 

disajikan pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Kategori Penilaian Kepatuhan 

Kategori Keterangan 

Sesuai seluruhnya Seluruh transaksi telah sesuai dengan ketentuan perpajakan 

Sesuai sebagian besar Sebagian besar transaksi sesuai, hanya terdapat kesalahan 

dalam jumlah terbatas 

Belum sepenuhnya sesuai Terdapat beberapa ketidaksesuaian yang muncul secara 

berulang 

Tidak sesuai Sebagian besar transaksi tidak sesuai dengan ketentuan 

Tidak dapat dievaluasi Data tidak tersedia atau tidak dapat diverifikasi secara langsung 

Sumber: data diolah penulis berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku 

 

Berdasarkan Tabel 3.2, kategori penilaian kepatuhan terdiri dari lima klasifikasi, 

yaitu sesuai seluruhnya, sesuai sebagian besar, belum sepenuhnya sesuai, tidak 

sesuai, dan tidak dapat dievaluasi. Klasifikasi tersebut digunakan untuk 

menggambarkan tingkat kesesuaian antara praktik perusahaan dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku. 

 

Penentuan kategori dilakukan dengan mempertimbangkan proporsi transaksi yang 

sesuai dibandingkan dengan total transaksi yang dianalisis, serta memperhatikan 

jenis dan frekuensi kesalahan yang ditemukan. Kesalahan yang berkaitan dengan 

aspek utama, seperti dasar pengenaan pajak dan perhitungan pajak, memiliki 

tingkat signifikansi yang lebih tinggi dibandingkan kesalahan administratif. 

Dengan demikian, kategori tersebut dapat digunakan untuk memberikan penilaian 

kepatuhan yang lebih representatif terhadap kondisi yang terjadi di lapangan. 

 

3.6 Objek Kajian Praktik 

3.6.1 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Kerja Praktik dilaksanakan di PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama (KCU) 

Bandar Lampung, yaitu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak di bidang pengelolaan asuransi sosial bagi aparatur sipil negara. 

Pelaksanaan kerja praktik berlokasi di PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung. 
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Waktu pelaksanaan kerja praktik dimulai pada tanggal 12 Januari sampai dengan 

27 Februari 2026. 

 

3.6.2 Gambaran Umum PT Taspen  

1. Profil Singkat PT Taspen 

PT Taspen (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak di bidang pengelolaan asuransi sosial bagi Aparatur Sipil Negara 

(ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat negara, serta pensiunan. 

PT Taspen (Persero) menyelenggarakan program jaminan sosial berupa 

Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan 

Jaminan Kematian (JKM). 

 

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama (KCU) Bandar Lampung 

merupakan unit kerja yang bertugas melaksanakan operasional pelayanan dan 

administrasi program Taspen di wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT Taspen (Persero) KCU 

Bandar Lampung juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan 

perpajakan, termasuk sebagai pihak pemotong dan pemungut Pajak Penghasilan 

atas transaksi tertentu, seperti pembayaran imbalan jasa kepada pihak ketiga. 

 

2. Visi dan Misi 

a. Visi PT Taspen (Persero) 

Menjadi perusahaan penyelenggara asuransi sosial dan dana pensiun yang 

unggul, terpercaya, dan berkelanjutan melalui pengelolaan program 

perlindungan sosial yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada 

kesejahteraan peserta, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam 

peningkatan nilai ekonomi dan sosial nasional secara berkesinambungan. 

 

b. Misi PT Taspen (Persero) 

Menyelenggarakan layanan asuransi sosial dan dana pensiun secara optimal 

melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengelolaan investasi 
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yang prudent dan andal, pemanfaatan inovasi bisnis serta transformasi 

digital yang berkelanjutan, dan penguatan kualitas sumber daya manusia 

yang berintegritas, kompeten, adaptif, serta kolaboratif guna menjamin 

keberlangsungan program dan peningkatan kualitas layanan kepada seluruh 

peserta. 

 

3. Struktur Organisasi  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Taspen KC Bandar Lampung 

Sumber: PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung 

 

Berikut merupakan penjelasan tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan 

berdasarkan struktur organisasi PT Taspen KCU Bandar Lampung pada gambar 3.1 

a. Branch manager 

Branch Manager merupakan pimpinan tertinggi di kantor cabang yang memiliki 

tanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan operasional. Tugas Branch 

Manager meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian seluruh 

aktivitas di setiap sektor agar berjalan sesuai dengan kebijakan perusahaan. 

Selain itu, Branch Manager juga bertugas mengambil keputusan strategis, 

memastikan pencapaian target perusahaan, serta menjalin hubungan dengan 

mitra dan instansi terkait. 

 

b. Service & Membership Sector Head 

Service & Membership Sector Head bertanggung jawab dalam pengelolaan 

pelayanan kepada peserta serta administrasi kepesertaan. Tugasnya meliputi 
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memberikan informasi layanan kepada peserta, mengelola data kepesertaan, 

melakukan pendaftaran peserta baru, serta menangani keluhan atau 

permasalahan yang dihadapi peserta. Jabatan ini juga berperan dalam 

memastikan kualitas pelayanan tetap optimal. 

 

c. Cash & Pension Verification & Report Sector Head 

Cash & Pension Verification & Report Sector Head memiliki tanggung jawab 

dalam pengelolaan kas, verifikasi pembayaran pensiun, serta penyusunan 

laporan. Tugasnya meliputi mengelola arus kas, memverifikasi data klaim dan 

pembayaran pension. Bagian ini juga memastikan ketepatan jumlah dan sasaran 

pembayaran, serta menyusun laporan keuangan dan laporan pembayaran 

pensiun secara akurat dan tepat waktu. 

 

d. Finance Administration Sector Head 

Finance Administration Sector Head bertanggung jawab dalam pengelolaan 

administrasi keuangan dan pencatatan transaksi. Tugasnya meliputi penyusunan 

laporan keuangan, pengelolaan dokumen transaksi, pengaturan anggaran 

operasional, serta melakukan rekonsiliasi keuangan. Selain itu, jabatan ini juga 

mendukung proses audit baik internal maupun eksternal. 

 

e. HC & GA Sector Head 

HC & GA (Human Capital & General Affairs) Sector Head bertanggung jawab 

dalam pengelolaan sumber daya manusia dan kebutuhan umum perusahaan. 

Tugasnya meliputi pengelolaan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan 

karyawan, administrasi kepegawaian, serta menjaga disiplin dan kinerja 

pegawai. Selain itu, juga bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas dan 

sarana prasarana kantor guna mendukung kelancaran operasional. 

 



 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penulisan mengenai evaluasi kepatuhan prosedur pemotongan 

dan pemungutan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa di PT Taspen (Persero) KCU 

Bandar Lampung tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa dari sisi identifikasi objek 

pajak, seluruh transaksi imbalan jasa telah diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku, khususnya PMK No. 141/PMK.03/2015. Tidak 

ditemukan kesalahan dalam pengelompokan jenis jasa sebagai objek PPh Pasal 23, 

sehingga menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu mengidentifikasi objek 

pajak dengan tepat. Dengan demikian, aspek identifikasi objek pajak dapat 

dikategorikan sesuai seluruhnya. 

 

Dari sisi penentuan dasar pengenaan pajak (DPP), tarif, dan perhitungan PPh Pasal 

23, sebagian besar transaksi telah menggunakan komponen jasa sebagai dasar 

pengenaan pajak dan tarif sebesar 2% sesuai ketentuan yang berlaku. Namun 

demikian, masih ditemukan beberapa perbedaan kecil pada penentuan DPP, 

khususnya yang disebabkan oleh metode pembulatan yang tidak sepenuhnya 

mengacu pada ketentuan perpajakan. Perbedaan tersebut berdampak pada selisih 

hasil perhitungan pajak, meskipun dalam jumlah yang tidak material. Oleh karena 

itu, aspek tarif dapat dikategorikan sesuai seluruhnya, sedangkan aspek DPP dan 

perhitungan dikategorikan belum sepenuhnya sesuai. 

 

Dari sisi pelaksanaan prosedur pemotongan PPh Pasal 23, proses telah dilaksanakan 

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui mekanisme koordinasi 

antara kantor cabang dan kantor pusat. Kantor cabang berperan dalam pencatatan 

transaksi, identifikasi objek pajak, serta perhitungan awal, sedangkan kantor pusat 

bertanggung jawab atas penyetoran, pelaporan, dan penerbitan bukti potong melalui 

sistem Coretax. Pemotongan pajak telah dilakukan pada saat transaksi atau saat 
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terutangnya penghasilan, sehingga dari sisi waktu pemotongan dapat dikategorikan 

sesuai seluruhnya. Namun demikian, keterbatasan akses informasi di tingkat cabang 

terkait waktu penyetoran, pelaporan, dan penerbitan bukti potong menyebabkan 

aspek administrasi belum dapat dievaluasi secara penuh. 

 

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung 

dalam melaksanakan prosedur pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa dapat 

dikategorikan cukup baik. Hal ini didukung oleh kesesuaian pada sebagian besar 

indikator, seperti identifikasi objek pajak, penerapan tarif, serta ketepatan waktu 

pemotongan. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek penentuan 

DPP dan ketepatan perhitungan yang dipengaruhi oleh metode pembulatan, serta 

keterbatasan dalam evaluasi administrasi perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan 

masih perlu melakukan perbaikan pada aspek teknis dan administratif agar tingkat 

kepatuhan dapat lebih optimal. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis data, terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut: 

1. Perusahaan perlu meningkatkan koordinasi antara kantor cabang dan kantor 

pusat, khususnya dalam hal penyetoran, pelaporan, dan penerbitan bukti potong 

PPh Pasal 23. Saat ini, cabang belum memiliki informasi yang jelas terkait 

apakah bukti potong telah dibuat oleh pusat atau belum, sehingga diperlukan 

sistem monitoring yang dapat diakses oleh cabang. Dengan adanya sistem 

tersebut, proses pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan transparan. 

2. Perusahaan disarankan untuk meningkatkan ketelitian dalam proses 

perhitungan PPh Pasal 23, terutama dalam menentukan dasar pengenaan pajak 

serta penerapan pembulatan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Perlu adanya standar operasional yang lebih rinci serta proses pengecekan ulang 

sebelum transaksi diproses dalam sistem. Hal ini penting untuk meminimalisir 

perbedaan perhitungan yang disebabkan oleh metode pembulatan yang tidak 

konsisten. Dengan perhitungan yang lebih akurat dan sesuai ketentuan, tingkat 

kepatuhan perusahaan juga akan meningkat. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan data yang lebih luas 

atau melibatkan kantor pusat agar dapat memberikan gambaran yang lebih 

menyeluruh mengenai sistem pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23.  

Dengan demikian, hasil penulisan yang diperoleh akan lebih komprehensif dan 

dapat memberikan kontribusi yang lebih besar. Secara keseluruhan, dengan adanya 

perbaikan pada aspek koordinasi, perhitungan, dan administrasi, diharapkan 

kepatuhan perpajakan perusahaan dapat semakin optimal. 
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